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PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NoMoR /o TAHUN

TENTANG

NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH
DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa berdasarkan Peraturar! Menterl Dalam Negeri Nomor
28 Tahun 2OO7 telltallg Norma Pengawasan dar Kode Etik
Pejabat Pengawas Pemerintah, maka untuk mewujudkan
profesionalitas, objektivas, transfaransi, independensi serta
citra positif pejabat pengawas pemerintah daerah dan mutu
pengawasan diperlukan norna pengawasan dan kode etik
pejabat pengawas pemerintah daera]l;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Eupati tentang
Norma dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerair di
lingkungan Inspelrtorat Kabupaten Muara Enim;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahal l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 8 Tahur: 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, ?ambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengart
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubalan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan IJmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indoneaia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

b.

Mengingat : 1.

2.



4. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentarlg
Pemberantasan Tindak Pidaia Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu.rr 1999 Nomor 140, Tambahart
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 34741
sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang Nomor 2O

Tahr.m 2OO1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Talun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1

Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 415O);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
dan Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara
(kmba-rarr Negara Republik Indonesai Tahun 2oO4 Nomor 6,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OOl;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 te(\tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Ta}Iun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang- Undarg Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubaia-Ir Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
44a4\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tatacara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara (I-embararr Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

8. Peraturar Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
142, Tartba}an Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasal Penyelenggaraaa
Pemerintahan Daerah (kmbararr NegaJa Republik Indonesia
Tahun 2O05 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
Pembagian Urusa! Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahal Daerah
Kabupaten/Kota (Lembamn Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4737);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daeral (kmbaran
Negara Republik Indooesia Tairun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Urmbaran Negara Republik lndonesia
Tahr:n 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaIan
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4815);

14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2OO1 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28'fahrrr: 2OO7
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintal;

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2OO8 tentarg
Pembentukan Orgalisasi dan Tata Kerja Inspehorat, Satuan
Polisi Pamong Praja dan kmbaga Teknis Daerah Kabupaten
Muara Enim (kmbaran Daerah Kabupate n Muara Enim
Tahun 2O08 Nomor 25 Seri D), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5
Tahun 2O13 tentang PerubalEI atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Ta.llun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Keda Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan
kmbaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (lembarall
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ol3 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NORMA PENGAWASAN DAN
KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH DAERAH DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT XABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalal Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabarpaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Inspektorat Kabupaten Muara Enim adalah l€mbaga Pengawasan yang
berada di Kabupaten Muara Enim.

5. Dewan Perwakjl,an Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan ra$at daerah sebagai unsarre penyelenggara
pemerintahan daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang.

7. Norma Pengawasan adalah patokal, kaida}l atau ukuran yang harus diikuti
oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanalan
fungsi pengawasan dan Pihak/Pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.

8. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten adalah seperangkat
prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh Pejabat Pengawas
Pemerintah Kabupaten sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan
tugas pengawasan.



9. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten adalai orang yang karena
jabatannya pada Inspel.torat Kabupaten Muara Enim yalg melaksarakan
tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahal Kabupaten ultuk darl
atas nama Kepala Daerah.

nonr,aa Fflw&wesarv
Pasal 2

Norma Pengawasan meliputi :

a. norma umum;
b. norma pelaJ<sanaal; darr

c. norma pelaporan.

Pasal 3

(1)Norma Umum sebagaimana dimal<sud dalam pasal 2 huruf a meliputi:
a. pemeriksaan;

b. evaluasi; dan

c. monitoring.
(2) Pemeriksaal, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimatsud pada ayat (1)

meliputi ;

a. rancangan kebijakan daerah, dan kebijakan daerah;
b. tugas darl fungsi SKPD, DPRD;

c. pelal<sanaan program darr kegiatai daerah;
d. pengelolaan sumber daya daeral; dan
e. kebijakal lainnya.

Pasal 4

Norma Pelaksalaan sebagaimala dimal<sud dalam pasat 2 huruf b meliputi:
a. Perencanaan pengawasan;

b. Bimbingai dan pengawasan terhadap tim pengawas;
c. Bukti pengawasan yarg cukup, kompeten, relevan dan catatan Lainnya;
d. Identilikasi permasalahan di daerah; dan
e. Ketaatan terhadap peraturan perundalg-undangan, kehematan, efisiensi dan

efektifitas.

Pasal 5

(1)Norma Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c dalam
bentuk tertulis dengan memenuhi standar pelaporar.

(2) Laporal pengawasan disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling
lambat 15 (lirna belas) hari kerja setelah melaksan"tao t"grr.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut norma pengawasan sebagaimala dima}sud dalam pasal 2
tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Bupati ini.



BAI} III

"??3#',"
(1) Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dalam melaksanakal tugas mentaati

peraturan perundaag-undangan dengal penuh pengabdian, kesadaral dan
tanggungiawab.

(2) Pejabat Pengawas Pemerintal Daerah dalam melal<sanakal tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dal berperilaku sesirai
dengan kode etik.

Pasal 8

Kode Etik sebagaimala dimaksud dalarn pasal Z ayat (2) meliputi :

a. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten dengan organisasi intern;
b. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten dengan pejabat pengawas;
c. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten dengan pemeriksa/auditor;
d. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten dengan penyidik;
e. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten dengan yang diawasi; dan
I Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal g
tercanturn dalarn Lampiran Il peratural Bupati ini.

Pasal 10

Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten harus selalu tampil santun darl wajar,pada saat melaksanakan tugas diwajibkan berpenampilaa rapi dan simpadk
serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

(1) Penegakal kode etik pengawasan dibentuk Tim Kehormatal Kode Etik yalg
bersifat ad hoc.

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud
ganjil darr paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Ketua mer€rngkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. sekurang-kurangnya 3 (iigF) orang anggota.

(3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud
oleh Bupati.

pada ayat (1) be rjumlah

pada ayat (2) ditetapkan

Pasal 12

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimala dimal<sud dalarn pasal 11
tugas:

a. memeriksa pejabat pengawas yalg diduga melanggar kode etik;
b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

mempunyal

dan



Pasal 13

(1)Tim Kehormatar Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (limabelas) hari kerja
sejak laporaa/pengaduan dal/atau informasi dugaan terjadinya pelalggaran
kode etik yang dilat<ukan oleh pejabat pengawas.

(2)Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud tr,ada ayat (1) berakhir
masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB V
SAI{KSI
Pasal 14

Pejabat Peflgawas Pemerintah Daerah yang dalam melalsanakan tugasnya
melalggar kode etjk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan p..undang-
undalgan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatal Kode Etik.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasa.l 15

(1) Pimpinan atasan langsung pejabat pengawas pemerintah Daerah melakukan
pembinaan profesi dan mental.

(2) Pembinaan profesi sebagaimana dimalsud pada ayat (l) dilaksanalan melalui
pendidikan formal dan pendidikal informal.

rprBrlfrffirElqurup
Pasal 16

Ha1-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam perahuan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaaanya akan ditetapkar oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dir.rldalgkan.
Agar seriap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

pkan di Muara Enim

tanggal lt linuari 2014

MUARA ENIM

Y truzaxlr. sAr soHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal

-T- SEKRETARTS DAERAH'r 
KABUPATE;I!-MIARA ENrM

^----D,W
TAUFIK MHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

B49rA



Lampiran I Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : to tah,n aol4
Tanggal :\t. 012014
Tentang: Norma Pengawasan dan Kode Etik

Pejabat Pengawas Pemerintah
Kabupateo di Liogkungan lnspektorat
Kabupaten Muara Enim

NOR A PEITGAWASAN

A. PcDd.huluan
Pengawasal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah hakekatnya adalah
pengawasan terhadap kineda Pemerintah Kabupaten. Tlrgas pengawasar
tersebut meliputi pelaksalaan azas desentralisasi (urusan wajib dan urusaa
pilihal), azas dekonsentrasi dan azas tugas pembarrtuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten yang meliputi :

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) darr Anggaraa
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan di daerah dalam
rangka peLaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

2. PeLaksanaan azas ta[Ipung tantra atau tugas-tugas lain yang belum ada
instalsi yairg harus melaksanakannya (diluar tugas pokok dan fungsi SKPD);
dal

4. Pengelolaan sumber daya (Malusia, Uang, Sarana Prasarana, Sumber Daya
A1am, Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya lainoya), untuk
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara ekonomis, efektif dan efisien.

Pengay/asan tidak hanya digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dalam rangka menghimpun/raenemukan
informasi untuk menguji dal menilai kelayakal pelaksalaal kegiatan dan atau
laporan kegiatan penyelenggaraan Pemerintalan Daerah tetapi juga untuk
meniLai:

1. ketaatan terhadap peraturan perundang-undanga,;
2. elisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk pelaksanaaa

kegiatan organisasi (SKPD); darr
3. efektifltas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

SKPD wajib mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara
ekonomis, efisien dan efektif untuk mencapai tujuan penyediaan sumber daya
tersebut. Setiap pejabat yarg mendapatkan pendelegasian wewenang atau
mendapat penugasan secara khusus unhrk mengelola dan memanfaatkan
sumber daya wajib memberikan pertanggundawaban atas pelalsanaannya.

Demikian juga Pejabat Pengawas Pemerintah halls berupaya agar hasil
pengawasan yalg dilaksanakan dapat bermanfaat untrrk meolrrLraiki,
menertibkan, menyempurnakan dan meningkatkan kinerja instansi yang diawasi
sekaligus bermanfaat dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan
kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggunggugatan
(accauntabilitg) dan pertanggungiawatvan (responsibility,) melalui penilaian secara
obyehif dan independen terhadap pejabat atau Pemerintah Kabupaten.
Pengawasan harus dapat membantu, memberikan motivasi kepada pejabat
berwenang untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan kehematan, efisiensi
dan efektifrtas dengan menunjukan jalan/ cara memperbaiki, menertibkan,
menyempumakan dal meningkatlan kinerja.

Pengawasan harus dapat memilah/memisahkan setiap perrnasalahan yang dari
implementasi azas desentralisasi, dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.



Kerjasama pengawasan antar aparat Inspektorat Jenderal Departemen,
Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupater dalam pengawasan suatu
program/kegiatan yang terkait dengan kepentingan bersama akan sangat
bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari pengawasan yang
berhrbi-tubi dan atau tumpang tindih.
Para pengawas dari suatu lembaga pengawasan dapat memanfaatkan hasil
pengawasan yang telah dilaksalakan oleh lembaga pengawasan lain, sebagai
referensi untuk melakukan pengawasan lebih larjut atau dimanfaatkal secara
utuh apabila obyek/sasaran yang diawasi sama sehingga lidak perlu adanya
pengulalgal kegiatan pengawasan yang sama.

I Tujuan Norma
Norma pengawasan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin mutu
pengav/asan, mutu laporan hasil pengawasan, persamaan paldangal darr
pendapat berkaitan dengan manfaat pengawasan. Disamping itu norma
pengawasan ini juga dimaksudkal sebagai dasar pertanggungiawaban
pelaksanaan pengawasan bagi Pejabat Pengawas Pemerintah.

II Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraai Pemerintahal Kabupaten terdiri
atas pemeriksaan, evaluasi dan monitoring atas tugas dan fungsi SKPD,
program, pelaksanaan kegiatan, organisasi dan sumber daya pendukungnya.
Petugas yang bertanggung jawab Inenentukan ruang lingkup suatu
pengawasan tertentu, harus mempertimbangkal kebutuhan pihak - piha-k
yang mungkin akan menggunakan hasil pengawasan tersebut.

B. NorEa Pergawaaa!
1. Norma Umum

Norma urnum pengawasao meliputi norma p€meriksaar, evaluasi dan
monitoring.

a. Pemeriksaan
1. Tugas Pokok dal Ftrngsi SKPD terkait dengan sebagian/beberapa

bagian urusan wajib dan/atau urusan pilihan yang ditetapkan dalam
dasar hukum;

2. Seh.rruh Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan di dalas
Peraturan Daerah apa sudah terbagi habis ke dalam tugas pokok
dan fungsi SKPD di Kabupaten

3. Tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi SKPD yang ditetapkan oleh
Kepala Daerai;

4. Surnber Daya (Pegawai Negeri Sipii, Non Pegawai Negeri Sipil, sumber
dana, sarana dal prasarana) untuk mendukung pelaksaaaan tugas
pokok dan fungsi SKPD maupun tugas tain yang ditetapkar;

5. Perusahaan Daerah;
6. Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal diluar BUMD; dan
7. Pemeriksaal dilakukal untuk menilai kinerja secara utuh dan

lengkap fkomprehensif).
Norma ini mewajibkan pejabat yang menentukan ruang lingkup Pemeriksaan
atas instansi pemerintal daerah untuk menetapkan peke{aan Pemeriksaan
yang cukup luas, sehingga dapat memenuhi kebutuhar semua pihak yang
akan menggunakan hasil Pemeriksaal.
Norma ini tidak .lirneksudkuul merlcegal. pejabat unhik laelletapkall tugas
tertentu atau pemeriksaan khusus lang hanya meliputi sebagian dari ruang
lingkup pemeriksaan selengkapnya.

Tujuan Umum Pemeriksaan
Tujuan umum pemeriksaan adalah untuk menjarnin pelal<sanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai tujuan yang ditetapkan



yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Pemeriksaal atas penyelenggaraan pemerintahan daerai diaraikan kepada
pelaksanaan urusan wajib dal urusan pilihan yang dilaksanakan pemerintah
daerah. Disamping itu pemeriksaal juga diarahkan kepada pelaksanaan azas
dekonsentrasi, azas tugas pembantuan dan tugas lainnya yang dilakukan
oleh pernerintah daerah.
Salah satu kegiatan pemeriksaan diarahkan kepada penggunaan sumber daya
yang tersedia di daera}l antara lain sumber daya dana.

Pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber dana meliputi :

1. Pemeriksaan atas transal<si, perkiraat, laporan keua4gan dan ketaatan
pada peratuian perundang-undangan, harus meliputi pekerjaan
pemeriksaan yang cukup untuk menentukal apal<al :

a) Instansi yang diawasi teLah memperhatikan pengendalian yang efektif
terhadap pendapatan, pengeluaran, harta, utang dan dana cadangan
serta kekayaan daerah yang dipisahkan;

b) Instansi yang diawasi telah meLakukan pencatatan atas selufllh
transaksi keuangan pada periode yang diperiksa dan hasil transaksi
tahun-tahun sebelumnya (laporan pertanggungjawaban keuangan
tahun sebelumnya);

c) Laporan keuangan memuat data keuangan yang teliti, dapat dipercaya
dan bermalfaat serta disajikan secara layal<; dan

d) Instansi yang diawasi mentaati ketentuan peraturar perundang-
uldangan.

2. Tinjauan mengenai efisiensi dan kehematan harus meliputi penyelidikan
apakah instansi yalg diawasi dalam melal<ul<an tugasnya cukup
mempertimbangkal elisiensi dal kehematan dalam penggunaan sumber
daya yang tersedia,
Contoh pra.ktek yang tidak ekonomis atau tidak efisien yalg harus
diperhatikan dengan cermat oleh pejabat pengawas adalah sebagai berikut:
a) Prosedur, baik yang ditetapkan maupun yang dijalankan karena

kebiasaan, yaitu yang tidak efektif atau lebih mahal dari yang dapat
dibenarkan;

b) Pelaksanaan satu pekerjaan dilakukan oleh beberapa petugas atau
berbagai bagian di dalam organisasi;

c) Pelalsaraal pekerjaan yang kurang atau tidak mempunyai tqjuan yang
bermaniaat;

d) Pengggunaan peralatan yang tidak efisien atau tidak ekoaomis;
e) Penggunaan petugas yang berlebihaa jika dibandingkan dengan

pekerjaal yang harus dilakukan;
0 Praktek pembelian yang tidak sesuai kebutuhan; dan
g) Pemborosan dalam penggunaan sumtrer daya yang tersedia.

Tinjauan tentang efekifitas pel,aksanaan prograralkeglatarr hams meliputi
penilaian atas ha$il yarlg dicapai daolata'u manlaat yalg diharapkal sesuai
dengal rencana kerja (prestasi kinerja).
Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan :

a) Kegunaan serta kewajaran kriteria yang dipergunakan oleh instansi yarlg
diawasi untuk menilai efekdvitas dalarrr capaian prestasi;

b) Ketepatan cara yang dipergunakan oleh instarsi yang diawasi untuk
mengevaluasi efektivitas dalam mencapai hasil prograE (prestasi kinerja);

c) Ketelitian dan kecukupan informasi yang relevan dan kompeter; dan
d) Apa-kah hasil yang dicapai dapat diyal<ini kebenarannya.



t)-

c.

b.

2.

a.

Evaluasi

Pejabat yang bertanggung jawab menentukan ruang lingkup suatu evaluasi
tertentu, harus mempertimbangkan peraturan perundalg-undangan yang
lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum, pengembangan perekonomian
daerah, perbaikan iklim investasi daerah, kepentingan antar daerah,
pendekatan pelayanan lDasyar[rkat, peningkatan mutu pel,ayanan
masyarakat, stabilitas daerah, kebutuhan para pihak yang akan
menggunakan hasil evaluasi.

Evaluasi dimaksudkan untuk :

Evaluasi pelalsana,an penyelenggaraan Pemerintaha-n Daerah.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintalan daerah dimaksudkan
untuk melakukan peniiaian terhadap :

a) Pelaksanaan kegiatan tertentu dan/atau keseluruhal kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam periode tertentu;

b) Pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pemngkat pernerintah daeral.
dalam menyelenggaral<an pemerintahan daerah;

c) Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, peraturan desa,
peraturan Kepala Desa.

Evaluasi / Mooitoring Tindaklanjut
Evaluasi / Monitoring Tindallanjut dirnalsudkan untuk :

Memperoleh data mutakhir tentang tindaklanjut laporan hasil pengawasan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, hasil pemeriksaan BPK-RI,
penanganan kasus pengaduan masyarakat.

Norma Pel,aksanaan Pengawasa.n.

Perencanaan pengawasan;

1) Norma ini mewajibkan pengawas atau lembaga pengawasan menJrusun
rencana kerja pengawasan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan
pengawasan yalg efektil Setiap langkah kerja pengawasal harus
ditetapkan secara sistematis dan menggambarkan rencana kerja bersih
sehingga mengefektilkan waktu kerja pengawas dan penggunaal surnber
daya lainnya.

2) Perencanaal pengawasar. yang tepat meliputi :

a) Koordinasi dengan para pengawas pemerintal lainnya;
b) Penentuan pengawas profesional yang akan meiakukan pergawasan;
c) Jenis pekedaan yang harus dilakukan oleh pejabat pengawas

pemerintah; dan
d) Bentuk dan isi laporan yang diinginkan.

Bimbingan dan pengawasan terhadap tim pengawas;

Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah harus dibimbing dan diawasi; norma irli
mewajibkal lembaga pengawasan dan/atau ketua tim pengawas menjamin
pejabat pengawas pemerintah yaarg kuralg calap dai kuraig pengalaman
mendapat bimbingal yang cukup dalam melal<salal<al tugas pengawasan.
Cara yarrg efektjf untuk mengeDdalikan mutu darr merrgikuti perkembangan
kegiatan pengawasarl yaitu mel,akukal pengawasan sejat dimulainya
kegiatan persiapan sampai peny.rsunan laporan hasil pengawasar.
Bimbingan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah
diarahkal untuk tercapainya mutu pengawasaJr dan laporan hasil
pengawasan, melalui :

U Cara pengujian, penilaian, penelitian dan prosedur pengawasan telah
dilaksanakal secara layak oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;



Temuan dan kesimpulan hasil pengawasan harus didukung dengan
informasi berdasarkan fakta, data yang benar, syah dan lengkap;
Penyajian temuan dan kesimpulan harus didukung informasi tersebut
dar\ I atau pengembangan atas informasi secara rasional;
Pelaksalaan pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan norma
pengawasan secala ketat; dan
Dilakukar tinjauan secara kritis terhadap setiap pemberian bimbingan
kepada Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dan terhadap pertimbangan
yang digunakan dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan.

c. Bukti pengawasal yarrg cukup, kompeten, releva4 danr catatan lainnya;

1) Buldi yang cukup; yaitu mengandung arti cukup banyak bukti yalg nyata,
tepat dan meyakid<ai sehingga berdasajkan bukti-bul<ti itu orang yaflg
bljak akan dapat menarik kesimpular yang sama seperti kesimpulan
pejabat pengawas pemerintah;

2) Bukti yang kompeten; yaitu mengandung arti dapat dipercaya/ diandatkan
dan merupakan bukti terbaik yang dapat diperoleh dalam menggunakan
carzr pengawasan yalg layak; dan

3) Bukti yang relevan; yaitu bukti yang ada hubungan dan masuk akal atau
logis/retevansi antara masalah yang dihadapi/dipersoalkan dengan bukti
yartg ditemukar.

Bukti pengawasan dapat menjadi bukti awal sebagai buki hukum apabila
bukti tersebut ditemukan secara cersrat, akurat dan tepat yang terkait
dengan temuan pengawasal atau kesimpulal pngawasal.
Bukti pengawasan berupa :

1) Bukti hsik atau bukti barang, diperoleh dengan melakukai pemeriksaal
secara langsung terhadap flsik atau barang yaog dituangkan didalam
Berita Acara Pemeriksaan;

2) Bukti dokumen; yaitu selumh bukti dalam hubungannya dengan proses
perencanaan, pelatsanaan, pengawasan dan hasil pelaksanaan kegiatan,
serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

3) Bukti kesaksian; yaitu keterangan yang diberika-n oleh pejabat dan/atau
pihak lain yang terlibat secara l,angsung/tidak langsung tethadap
masatal/ kejadian/transaksi yang dipersoalkan atau keterangan yang
diperoleh dari pejabat/PNs/pihak lain yang melihat, mendengar dan/atau
ikut terlibat sebagai pelaku dalam suatu permasalahar yang ditemukan
oleh Tim Pengawas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaar;

4) Bukti Pengakuan; yaitu keterangan/pernyataan yang diberikan oleh
pejabat dan/atau pihak lain yang menjadi pelaku terjadinya
penyimpangan, kecurargan, kerugian negara/daerah, penyalahgunaan
wewenang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

5) Bukti ketangkap tangan; yaitu tertangkapnya seseorang/ sekelompok
oralg pada waktu sedang melakukan tindakan yang menyimpang atau
dengan segera sesudah beberapa saat kemudian diserahkan oleh
masyarakat sebagai orang/kelompok yang melakukamya atau apabila
sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras teLah
digunakan melakukar penyimpangan itu yarg menunjukkan bahwa
ia/mereka adalah pelakunya atau turut membantu melakukal tindakan
yang menyimpang tersebut;

6) Buldi analisis; yaitu alat bukti yang diperoleh dengan jalan melakukan
analisa terhadap informasi/buki lain yang dimiliki oleh Tim pengawas
dengan menggunakan pendekatan suatu bidang ilrnu pengetahuan dan
teknologi; dan

7) Catatar, lain yaitu berupa seluruh alat bukti pengawasan yang ditemukan/
digurakan dalam mengulmr suatu kegiatan/kinerja instansi ya.rg diawasi
dan dapat dijadikan sebagai penghubulg atrtara pekedaan pengawasan
dengan laporan hasil pengawasan.

2)

3)

4l

s)



d. Identilikasi Permasalahan di Daeral..

Norma ini mewajibkan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah mengungkapkan
permasalahan yang terjadi di daerah secara lconologis, obyektif, cermat darl
independent.
1) Pengungkapan permasalalnn secara kronologis yaitu menguraikan latar

belakang permasalahan, penanggungjawab kegiatan, pelaku/ pelaksana
kegiatan yang terlibat, permasalahal yang terjadi dan dibuldikan dengan
faktaldata secara akurat, lengkap dan sall sampai dengan kondisi nyata
pada saat dilakukan pemeriksaan;

2) Pengungkapan permasalaian secara obyektjf menempatkar pejabat
pengawas pemerintatr u.llhrk bersikap dal bertindak berdasarkan alat
bukti yang ditemukan;

3) Pengungkapan permasaLahan secara cermat mengha-ruskan Pejabat
Pengawas Pemerintah Daerah harus selalu waspada menghadapi suatu
kondisi, situasi, transaksi, kegiatan yang mengandung indikasi
penyimpangal, penyelewengan, ketidakwqjaran, pemborosan atau
ketidakhematan dalam penggunaan sumberdaya yang ada; dan

4) Pengungkapan permasalahan secara independent mengha-ruskan Pejabat
Pengawas Pemerintah Daerah dan/atau pejabat yang diawasi untuk
mempertahankan independensinya sehingga tidak memihak kepada suatu
kepentingan tertentu.

e, Ketaatan terhadap peraturan Fmndang-undangatr, kehematan' efisiensi darr
efektfitas.
Norma ini mewajibkar Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah melakukan
pengkajian terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan secara akurat
atas pelaksanaan kegiatan pada instansi yang diawasi serta menilai efisiensi,
kehematan dalam penggunaan sumberdaya dan efektifitas pencapaian tujuan,
Norma ini oewajibkan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah melakukan
pengkajian terhadap ketaatar peraturan perundang-undangan secara akurat
ital peht<sanaan kegiatan pada instansi yang diawasi serta menilai efisiensi,
kehematan dalam penggunaan sumberdaya dan efeldilitas pencapaian tqiuan.

Norma Pelaporan

Norma ini memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan bentuk da.Ir

penyampaian laporan tertulis.
a. l-apoial hasil pengawasan secara tertulis dapat digolongkan sebagai berikut;

1) Nota Dinas/ Surat.
Norma ini berisi hasil pengawasafl yang strategis, mendesak dan/atau
yang bersifat rahasia sehingga harus disusun secara singkat, padat dan
jelas yang menggambarkan permasalahan seca-ra utuh darr lengkap.
l,aporan hasil pengawasan ini dapat bersifat sementara (interm repon)
untuk memenuhi kebutuhan informasi yang sangat mendesak bagi pejabat
yang berwenang rnengambil tindakan dan/atau rnenjadi bahan
pertimbangan dalam mengambil suatu kebiiakan. Walaupun laporan itu
bersifat sementara namun isi laporan tersebut harus didukung fakta/bukti
yang mengarai kepada kesimpulan linal. Laporan hasil pengawasan dalam
bentuk nota/ surat dapat juga bersifat final yang berisi permasalahan
strategis dan urgen yang ditemukal dalam melalsanakan pengawasal dal
wajib disampaikart kepada pejabat berwenang, juga harus disusun secara
singkat, padat dan jelas.

2) Laporan Hasil Pengawasan Lengkap.
Norma ini berisi lapora-n hasil pengawasan yalg diuraikal secara lengkap
atas semua permasalahan yang ditemukan berdasarkan bukti/fakta yang
cukup, kompeten dan relevan. Penulisan dalam laporan hasil pengawasa!
ini dengan meaggunakan bahasa/istilah yalg sederhana dan mudah
dipahami oleh pembaca atau penggula laporan.



Pengungkapan permasalahan yang disajikan dengan menggunakan analisis
berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan tertentu harus berdasarkan
fakta/data yang valid dari instansi yang diawasi dan/atau sumber informasi
yaag independen.

Laporan hasil pengawasan secara tertulis harus disampaikan kepada pejabat
yang berwenang, pejabat pemberi perintah dan pejabat lain yang terkait
dan/atau memerlukan laporan hasil Pengawasan itu. Tembusan laporan
harus disarnpaikan kepada pejabat lain yang ikut bertanggungiawab untuk
melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Norma ini menetapkan keharusan membuat laporan tertulis mengenai setiap
kegiatan pengawasar atas instansi, orgalisasi, program, kegiatan dari
penyelenggara pemerintahan daerah.

Manfaat dibuatnya laporan tertulis.
a) Hasil pengawasan dapat diberitahukan kepada para pejabat yang

bertanggungjawab pada semua tingkat/shata pemerintahan;
b) Kesimpulan dan saral tindal< atas hasil peflgawasan tidak disalahtafsirkan

oleh penerima laporan;
c) Hasil pengawasan dapat disediakan untuk dipelajari oleh semua pihak

yang berkepentingan;
d) Mempermudat tindalianjut hasil pengawasan yaitu tindaklanjut yang

layak dan tuntas; dan
el Hasil pengawasan dapat dilakukan evaluasi dan dijadikan bahan referensi

guna rencana kegiatan pengawasan berikutnya.
0 Hasil pengawasan dapat dilakul<an evaluasi dan dijadikan bahal referensi

guna rencana kegiatan pengawasan berikutnya.

b. Ketepatan Waktu Laporan.
l,aporan hasil pengawasan harus dite.bitkan sebelum batas waktu yang
ditentukan didalam peraturan peru-nda-ng-undalgan agar memberikal
manfaat yang maksimal.
Dalam upaya mempercepat penerbitan laporan maka pejabat pengawas sudal
hanrs :

1) meoyusun laporan pada saat kegiatan pengawasaa mulai dilatsanakan;
2) memberitalukan masalal penting/urgen kepada pejabat yang berwenang

pada instansi yang diawasi; dan
3) melaporkan masalah penting/urgen kepada pejabat pemberi perintah

tugas pengawasan.
Hal iai dimaksudkan agar tindakan korektif terhadap permasalaharr tertentu
dapat dilaksanatan oleh pejabat tersebut guna mencegah meluasnya
permasalahan yarg terjadi.

c. Isi Laporan.
Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten meny-lsun laporan tertulis yang
memuat :

1) Penjelasan ruang lingkup dan tujuan pengawasan;
2) Uraian laporan hasil pengawasan dibuat secara singkat, jelas, lengkap dan

mudah dimengerti oleh para pihat yang menggunakannya;
3) Fakta secara teliti, cermat, lengkap dan layak atas permasalahan yang

diangkat, harus dijelaskan sebab dan akibatnya;
4) Kesimputan secara obyektif dalam bahasa yang sederhana namun jel,as;

5) Informasi berdasarkan fakta/bukti dan kesimpul,an yang disajikan didalam
kertas kerja pengawasan sehingga apabila diperlutan dapat dibuka
kemtrali/ditunjukan dasar penulisan laporan;

6) Rekomendasi yang dapat dijadikan dasar tindakan perbaikan, penertibal
dan penyempumaan serta peningkatan kineda;

4 Kritik disajikar dalam pertimbangan yang wajar dengan memuat kesulitan
atau kondisi yarlg tidak lazim yang dihadapi oleh pejabat yang diawasi;



8)

e)

Identifrkasi dal penjelasan atas permasalahan yang masih perlu
pendalarnan lebih lanjut dari pejabat pengawas pemeiintah atau pihak
lain;
Pengakuan atau pengha-rgaan bagi prestasi yarrg dicapai oleh instansi yang
diawasi, terlebih apabila prestasi tersebut dapat dimanfaatkan instansi
lain; dan

lo)Permasalahan yang bersifat kasus penyelewengan tertentu dan/atau
pertirnbangai lain tidak perlu dimuat namun disampaikan secara khusus
kepada pejabat yang berwenang secara tertulis/tidak tertulis.

Dalarn pen].usunan Isi laporan hasil pengawasan lengkap harus
mempe rhatikan, antara Lain:
1) Simpulan dan Rekomendasi.

Norma ini mewajibkan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah membuat
simpulan ringkas, padat, jelas dan kriteria/peraturan perundang-
undangan yang dilalggar secara tepat. Apabila dipandang perlu
menyajikai setrab dan akibat secara singkat atas permasa.lahan tersebut
serta memberikan rekomendasi yang tepat.

Dasar Hukum Pengawasan.
Setiap pengawasan yang akan dilaksanakan harus berdasarkan rencana
keda pengawasan dan perintah tugas pengawasan dari pejabat berwenang.

Ruang Lingkup dan Tlrjuan Pengawasan.
Ruang lingkup pengawasan harus dikemukakan didalam laporan. Uraiart
tentang ruang lingkup pengawasal harus menyebutkan dengan jelas
apakah semua unsur pengawasan (keuangan, ketaatan pada peraturan
perundang- undangan, efisiensi, efektiyitas dan ekonomisnya pelaksa-naal
kegiatan).
Apabila pimpinan instansi yang diawasi menghendaki adalya perluasa;r
rualg lingkup pengawasan yarrg khusus maka hai irri perlu mendapat
perhatian dalam bentuk surat tugas tambairan.
Disamping itu harus dikemukalan juga secara ringkas tujuan pengawasan
sebagaimana tertuang didalam surat tugas.

Batasan Pengawasar.
Norma ini mewajibkan Pejabat Pengawas Pemerintair Daerah memberikan
batasan waku pelalsanaan pemeriksaan dan batasa! waktu masa yang
diperiksa serta bal,asan substansinya.

Tindak laljut hasil pengawasan yalrg la1u.
Norma ini mewajibkan Pejabat Pengavras Pemerintah Daerah men5rajikan
tingkat penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasal Apaiat Pengawasan
Intern Pemerintah dan hasil pemeriksaan BPK yang lalu.

Pengakual/Penghargaan Atas Prestasi.
Laporan hasil pengawasa!) harus menyajikan hal-hal yang bersitrat positif
dan men.rpakan prestasi dari p€jabat yang diawasi. Hal ini penting sebagai
imbangan yang wajar atas kineda instansi yang diawasi disamping
permasalahan yang masih perlu mendapat perbaikan, penertiban,
penyempurnaan kegiatan / kinerja yang bersangkutan.

Terruan da'l Rekomendasi-
Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatiai sebagai temual hasil
pengawasan harus dikemukatan secara obyektif dar tidak memihak
disertai informasi yang cukup tentang pokok masalah yang bersangkutan.
Hal ini dimaksudkan agar pembaca/pengguna laporan memperoleh

2)

3)

4)

s)

6)

7)



pandangan daLam perspektif yang tepat, tidak menyesatlaa dan
menunjukkan permasaLahan yang perlu perhatian.
Dengal demikian untuk memudahkan membaca dan pengguna laporan
maka temuan harus memuat :

a) Judul Temuan
b) Uraian kondisi temuan
c) Kriteria/ tolok ukur
d) Sebab
e) Akibat
f) Targgapan pejabat yang diperiksa
g) Komentar atas tanggapan
h) Rekomendasi
Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah harus membuat rekomendasi yang
tepat sesuai dengan fakta hasil pengawasan serta perbaikan yalg
disaralkan memang perlu diwujudkan. Rekomendasi harus dapat
menghilangkan penyebab permasala-han yprrg ditemukan, dapat

kinerjadilaksanakan serta memperbaiki/menertibkan/fmenyemprrrnakan
instansi yang diawasi.

fl rr,ruzarcn sar souen



Larnpiran II Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor ;

Tarrggal: 2Ol4
Tentang:Norma Pengawasal dan Kode Etik

Pejabat Pengawas Pemerintah
Kabupaten di Lingkungan Inspektorat
Kabupaten Muaja Enim

KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH DAERAH

A. lrErE
Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten merupakan landasan etika
yang harus dipaiami dan dilaksanakal oleh seliap pejabat pengawas dalarn
melaksanakan tugas pengawasan. Pemahaman kode etik alcal mengarah adanya
perubahan positif terhadap pola pikir, sikap, perilaku pejabat pengawas
Inspehorat Kabupaten Muara Enim, dalam menjalalkan tugas dan
kewajibalnya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawasJ citra dan martabat
Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

Pejabat Pengawas Pemerintair Kabupaten dalam melal<sanakan tugas akan
berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi, s€sana anggota
tim, pihak yalg diawasi, pihat lain yang terkait dan masyaralat, sehingga
pejabat pengawas pemerintah dituntut untuk menjaga citra positif darr
memenuhi kewajiban orgalisasi. Dengal demikial, interaksi antar pihak yang
terkait dalam pengawasan al<an mengarah pada suatu bentuk kerja sama yang
harmonis dengan kesadaran masing-masing piha-k.

Oleh karena itu Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten ini perlu
dipahami dan ditaati oleh pejabat pengawas pemerintah untuk menjaga citra
positif aparat pengawas dal mutu hasil pengawasan yang harus
dipertanggungjawabkan.

B. MaLsud dan Tujuar
Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten dimalsudkan untuk
memberikan pengertial dan penjabaran mengenai atur.an perilaku sebagai
pejabat pengawas pemerintah yalg profesional dal sebagai pedoman bagi aparat
pengawas dalam berhubungan dengal lembaga organisasinya, sesama pejabat
pengawas pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan
masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya
pengendalian pengawasan. Dengan demikian dapat terw,ujud kinerja yang tinggi
dalam mempertaharkan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan
independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

C. Ruarg Liugkup
Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten ini meliputi : tata pikir, tata
sikap, tata wicara dan tata laku pejabat pengawas daLam berinteraksi dengan
lembaga pengawasan, sesama pejabat pengawas pemerintah, pam pihak yang
diawasi dal pihak lain yang terkait sorta masyala}at.



D. PGjabat Peagawas PeEeriltah Kabu!'ater dalam Bel,atsaaata! tugas.

Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten wajib mentaati peraturan perundang-
undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melalui :

1. Memberikan keteladalal yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak
khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

2. Dilarang mereduksi, melampaui dan atau melalggar batas tanggung jawab
dal kewenalgal yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang
dimahsud dalam Surat Perintah Tugas.

3. Menghindari semua perbuatan tercela yang be.tentangan dengan norma darr
peraturan perundang-undangan dan kaidalr agana serta norma kehidupan
bermasyarakat.

4. Wajib melaksanalGn tugas secara profesional, dengan pem.rh tanggung jawab,
disiplin, jujur, darr transparan.

5" Dilarang mengrrralgi dan atau menghilalgkal temuan hasil pengawasan
dengal maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain.

6. Berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi, dan memakai tanda pengenal;

7. Berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasionai, tidak emosional
dan pengendalial diri yang kuat untul memalami pokok permasalahar;

E. Kode Ettk PeJabat Peogar.as PeEerlltah Kabupatetl dengatl Orgatrlaasi
Inter! meliputi :

1. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten wajib mentaati segala peratuar
pen.mdang- undangan dalam melaksarralcarr tugas kedinasan yarrg
dipercayala-n kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggung jawab.

2. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten harus rneE\iliki semangat
pengabdian yang tinggi kepada organisasinya.

3. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten harus memiliki integritas dan
dedikasi yarg tinggi.

4. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten wajib menyirnpan rahasia jabatan,
rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat
mengemukalalnya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas
kuasa peraturan perundang-undangan.

F. Kode Etlt Pejabat Pelgewas PeEerirtah Kabupate! denga! Pejabat
Pengasas lah Ecllprti ;

1. Menggalalg kerjasama yang baik dengal cara :

a. Bekerjasama dalam rangka tugas pengawasan;
b. Mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas

pengawasan;
c. Menghargai setiap pendapat sesama Pejabat Pengav/as Pemerintah

Daerah;
d. Percaya sesama Pejabat Pengawas Pemerintah;
e. Menghiiargkar sifat iri hati;
f. Mengendalikar diri dan mengendalikan emosi;
g. Toleralsi sesama Pejabat Pengawas; dan



h. Menghormati sesama Pejabat Pengawas.

2. Saling mengingatkal, membimbing dal mengoreksi perilaku dengan cara :

a. Membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetaluan,
keterampilan dan perilalu Pejabat Pengawasj

b. Menerima saral dan kritik yang sehat dari sesama pejabat peqgawas;
c. Memberi dorongan moral terhadap sesama Pejabat pengawas untuk

bertanggung jawab dalam tugasnva; dan
d, Mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik pejabat pengawas.

3. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dengan cara :

a. Saling memberikal informasi penting mengenai pihak yang diawasi
kepada Pejabat Pengawas lain yang al<al melakukai pengawasan pada
obyek yarg sama;

b. Tidal< mengatasnamakan sesama Pejabat Pengawas untuk tujual-
tujuan pribadi;

e. Perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan
pihak yang diawasi;

- d. Kelemahan, kekuralgan, aib sesama Pejabat Pengawas dilarang dibuka
didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi;' e. Tidak sa,ling menghasut dan atau menghujat sesama Pejabat pengawas.

G. Kode EtiL Pejabat Pengawas PeEcrlrtah lraerah dergatr
Pemerika/Auditor mcliputl;
a. Bekerja sama untul< mencapai tujuar pemeriksaan;
b. Saling mengkomr.mikasikan segala permasalahan yarg timbr.rl dalam tugas

pemeriksaan;
c. Menghargai pendapat Pemeriksa/auditor;
d. Mengendalikaa diri/mengendalikan emosi;
e. Saling menghormati;
f. Memberikal informasi penting hasil pengawasal/pemeriksaal yang lalu

pada suatu obyek tertentu kepada Pemeriksa lain yang akan memerik$a
obyek tersebut.

H. Kode Ettk Pej&bat Peagaras PeEeriltah Daerah dengan Peayidik
Eeflruti :

1. Bekerja sama dan atau koordinasi penangalarr laporan kasrrs pengaduan;
2. Sating mengkomunikasikan segala informasi/permasalahal yang timbul

dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
3. Menghargai pendapat penyidik;
4. Memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu

penangallan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil
pengawasan dalam proses hukum;

5. Saling menghormati pelaksanaal tugas profesi;
6. Diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

I. Kode Etit Pe.iabat Peagawes Pemerlrtat lleerah deagan Pihat yaag
dliwasi Eeliputl:
1. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara :

a. Berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
b. Memperlakukan sebagai mitra kerja;



c. Saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak;

2. Mampu menciptakan iklim ke{a yang sehat dengan cara :

a. Menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, untuk mencegah
praktek nepotisme;

b. Pendalamal inIormasi sebatas pelaksa.naan pengawasan;

J. Kode Et r PcJabat Poagawas PGmerlatah DaGrah dc.gi- maryankat
mollputl :

l. Setiap idormasi yalg disampaikan masD/aralat secara tertulis ditanEqapi
secara proporsional sesuai dengan kewenang{rnnya;

2- PeJabat pengawas pemerintah dilarang membocorkan rahasia jabatan dan
atau rahaaia negara kepada pihal lain yang tidah berkepentingal.

Kode Etik Pejabat
yang harus dijaga
terhonnat dan
diharapkan.

Pengawas Pemerintah Kabupaten merupakan amanat profesi
agar martabat pengawas dimasyarakat mendapat tempat yang
mampu memberikan out .xrrrr{l}la$ perrgawasarl yang

Y*ur**trto*.


